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Perjanjian nominee dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum
karena perjanjian nominee tidak diatur dalam KUHPerdata. Perjanjian nominee dibuat untuk memberi
kesempatan atau celah kepada warga negara asing untuk menguasai dan memiliki bidang tanah hak milik di
Indonesia sehingga bertentangan dengan tujuan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Penelitian ini
dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengategorikan perjanjian nominee sebagai
perbuatan melawan hukum serta menganalisis tanggung jawab notaris yang membuat perjanjian nominee
yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor:274/Pdt.G/2020/PN
Dps. Pendlitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Jenis
data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder
dan bahan hukum tersier kemudian di analisis menggunakan metode kualitatif. Pertimbangan hakim dalam
mengategorikan perjanjian nominee sebagai perbuatan melawan hukum sesuai dengan apa yang tercantum
dalam Pasal 1365 KUHPerdata serta tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata
ayat (4) yaitu suatu sebab yang halal. Hakim juga mempertimbangkan bahwa perbuatan melawan hukum
penguasaan atas tanah oleh warga negara asing tidak hanya bertentangan dengan hak orang lain dan
bertentangan dengan hukum itu sendiri namun juga bertentangan dengan norma-norma kepatutan dan
kesusilaan. Tanggung jawab notaris yang membuat perjanjian nominee yang dikategorikan sebagai
perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Nomor: 274/Pdt.G/2020/PN Dps, maka terhadap notaris
dibebankan pertanggungjawaban perdata berupa penggantian kerugian yaitu membayar biaya atau
pengeluaran yang timbul dalam perkara tersebut, pertanggungjawaban administratif berupa teguran,
peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak karena
melanggar kode etik jabatan profes serta dengan sengaja melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

...... Agreement nominee categorized as an agreement that has indications of creating legal smuggling
because of the agreement nominee not regulated in the Civil Code. Agreement nominee created to provide
an opportunity or loophole for foreign citizens to control and own land plotsin Indonesiaso that it is
contrary to the objectives of the Agrarian Law. This research was conducted to analyze judges
considerations in categorizing agreements nominee as an unlawful act and analyze the responsibility of the
notary who makes the agreement nominee which is categorized as an unlawful act based on the Decision
Number: 274/Pdt.G/2020/PN Dps. This research uses doctrinal research with an explanatory research
typology. The type of data used is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal
material and tertiary legal material which isthen analyzed using qualitative methods. Judge's considerations


https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920548333&lokasi=lokal

in categorizing agreements nominee as an unlawful act in accordance with what is stated in Article 1365 of
the Civil Code aswell asfailureto fulfill the conditions for the validity of the agreement in Article 1320 of
the Civil Code paragraph (4), namely alawful cause. The judge also considered that the unlawful act of
controlling land by aforeign citizen not only conflicts with the rights of other people and is contrary to the
law itself but also contrary to the norms of propriety and decency. Responsibilities of the notary who made
the agreement nominee which is categorized as an unlawful act based on the Decision Number:
274/Pdt.G/2020/PN Dps, then the notary is charged with civil liability in the form of compensation for
losses, namely paying costs or expenses incurred in the case, administrative responsibility in the form of
warnings, warnings, temporary dismissal from association membership and dismissal without for violating
the code of ethicsfor professional positions and deliberately violating the provisions of Law Number 30 of
2004 concerning the Position of Notaries.



